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GUBERNURKALIMANTAN TIMUR
SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN TAMBAHAN
BIAYA PENUNJANG PENDIDIKAN BAGI PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM

NEGERI DAERAH ASAL PENDAFTARAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13a.
Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pemberian Tambahan
Biaya Penunjang Pendidikan Bagi Praja IPDN Daerah Asal
Pendaftaran Provinsi Kalimantan Timur tidak sesuai lagi
dengan perubahan kebijakan mengenai Praja IPDN:

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudb.
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pemberian
Tambahan Biaya Penunjang Pendidikan Bagi Praja Institut
Pemerintahan Dalam Negeri Daerah Asal Pendaftaran Provinsi
Kalimantan Timur,

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan1
Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat,
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106),

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301):

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
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4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang
Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri
kedalam Institut Ilmu Pemerintahan menjadi Institut
Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004
tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam
Negeri kedalam Institut Ilmu Pemerintahan menjadi Institut
Pemerintahan Dalam Negeri:

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540),

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 79 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor
79):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 13 TAHUN
2015 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN TAMBAHAN BIAYA
PENUNJANG PENDIDIKAN BAGI PRAJA INSTITUT
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DAERAH ASAL PENDAFTARAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal 1

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman
Umum Pemberian Tambahan Biaya Penunjang Pendidikan Bagi Praja IPDN Daerah
Asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2015 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Maret 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 5 Maret 2018

PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. Hj. MEILIANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM

KEPALA BIRCYHUKUM,

“3 Mn

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19620527 198503 1 006


